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BAB IV
PENUTUP 
A.  Simpulan
Berdasarkan kajian yuridis terhadap korupsi dalam organisasi internasional FIFA menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 dan implementasinya di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan Hukum Korupsi menurut UNCAC 2003: UNCAC 2003 merupakan instrumen hukum internasional yang komprehensif dalam memerangi korupsi. Konvensi ini mencakup lima pilar utama: pencegahan korupsi (Bab II), kriminalisasi dan penegakan hukum (Bab III), kerja sama internasional (Bab IV), pemulihan aset (Bab V), serta bantuan teknis dan pertukaran informasi. Prinsip-prinsip utamanya meliputi kriminalisasi universal, non-intervensi yang fleksibel, kerja sama internasional, serta transparansi dan akuntabilitas.
2. Kajian Yuridis Korupsi di FIFA ditinjau dari UNCAC 2003: Sifat Korupsi di FIFA: Praktik korupsi di FIFA, seperti skandal FIFA Gate 2015, dugaan suap dalam proses bidding Piala Dunia Rusia 2018 dan Qatar 2022, serta kasus suap dalam kontrak sponsor dan hak siar televisi, menunjukkan pola kejahatan transnasional yang sistematis. Modus operandinya meliputi penyuapan, penggelapan, trading in influence, penyalahgunaan fungsi, dan pencucian uang. Relevansi UNCAC: Meskipun FIFA adalah organisasi non-pemerintah internasional, prinsip-prinsip UNCAC sangat relevan untuk menganalisis kasus-kasus korupsi di dalamnya. Perbuatan pejabat FIFA dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 15 (penyuapan pejabat publik), Pasal 21 (penyuapan di sektor privat), Pasal 23 (pencucian uang), serta Pasal 18 (trading in influence) dan Pasal 19 (penyalahgunaan fungsi) UNCAC.
3. Kesenjangan Tata Kelola Internal FIFA: Tata kelola internal FIFA (FIFA Statutes, Code of Ethics, Disciplinary Code) mengadopsi sebagian prinsip UNCAC, namun bersifat soft law. Kekuatan penegakan hukum pidana, penyitaan aset, dan ekstradisi hanya dapat efektif melalui keterlibatan hukum nasional negara-negara pihak UNCAC. Terdapat kesenjangan signifikan dalam perlindungan pelapor, transparansi beneficial ownership, dan koordinasi bantuan hukum timbal balik (MLA).
4. Implementasi UNCAC di Indonesia dan Relevansinya terhadap Kasus FIFA: Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan memiliki kerangka hukum nasional yang relevan (UU Tipikor, UU TPPU, UU MLA, UU Ekstradisi). Namun, masih terdapat kelemahan dalam kriminalisasi korupsi sektor privat dan trading in influence secara tegas, serta kapasitas kerja sama internasional dalam penelusuran dan pengembalian aset lintas negara. Kasus FIFA menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi dan mekanisme penegakan hukum dalam konteks kejahatan korupsi transnasional di sektor olahraga
.
B.  Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang diajukan:
1. Bagi FIFA:
Penguatan Sistem Kepatuhan: FIFA harus secara proaktif memperkuat sistem kepatuhan internalnya agar sepenuhnya selaras dengan standar hard law UNCAC. Ini mencakup kewajiban pengungkapan beneficial ownership (pemilik manfaat) dari semua vendor dan mitra, penerapan perlindungan pelapor (whistleblower protection) yang komprehensif dan independen, serta transparansi penuh dalam semua kontrak hak siar, sponsor, dan proses procurement.
Klausul Kerja Sama Hukum: FIFA perlu menyusun klausul kerja sama yang mengikat semua pejabat, kontraktor, dan pihak terkait untuk tunduk pada permintaan bantuan hukum timbal balik (MLA) dan ekstradisi dari negara-negara anggota UNCAC yang relevan.
Mekanisme Pemulihan Aset Internal: Mengembangkan mekanisme pemulihan aset internal yang efektif, seperti penggunaan escrow arrangements untuk pembayaran bernilai besar dan clawback clauses dalam kontrak, untuk memfasilitasi pengembalian dana hasil korupsi.
2. Bagi Negara Pihak UNCAC (termasuk Indonesia):
Harmonisasi Hukum Nasional: Negara-negara pihak perlu melengkapi dan mengharmonisasi hukum nasional mereka untuk secara tegas mengkriminalisasi tindak pidana korupsi sektor privat (Pasal 21 UNCAC), trading in influence (Pasal 18 UNCAC), dan penyalahgunaan fungsi (Pasal 19 UNCAC), yang seringkali menjadi celah dalam kasus korupsi organisasi internasional.
Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum: Memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam penelusuran aset lintas negara, termasuk kerja sama yang lebih erat dengan otoritas di yurisdiksi finansial utama seperti Swiss dan Amerika Serikat.
Transparansi Kontrak dan Beneficial Ownership: Mendorong dan menetapkan kewajiban transparansi kontrak serta pengungkapan beneficial ownership untuk perusahaan media, sponsor, dan agen olahraga yang beroperasi di tingkat nasional maupun internasional.
3. Bagi Indonesia secara Khusus:
Integrasi Prinsip UNCAC dalam Tata Kelola Olahraga Nasional: Mengintegrasikan prinsip-prinsip UNCAC ke dalam tata kelola organisasi olahraga nasional, termasuk PSSI, pengelolaan liga, dan proses bidding untuk event internasional, guna mencegah praktik korupsi serupa FIFA.
Penguatan Kerja Sama Operasional: Menjalin Memorandum of Understanding (MoU) operasional antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan, dan otoritas terkait di negara-negara mitra (misalnya Swiss dan AS) untuk mempercepat proses asset recovery dalam kasus korupsi olahraga transnasional.
[bookmark: _Toc209278752][bookmark: _Toc208345557]Peningkatan Literasi Antikorupsi: Meningkatkan literasi dan pendidikan antikorupsi di bidang olahraga, baik melalui regulasi ketat di federasi olahraga nasional maupun koordinasi aktif dengan lembaga antikorupsi dan kementerian terkait
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